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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 84 TAHUN 2013  

TENTANG 
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 

TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN 
SOSIAL TENAGA KERJA  

I. UMUM 

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang 
bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan 
sosial yang menyeluruh dan terpadu bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah 
memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk 
mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk 
badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik 
berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-
hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana 
amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan 
seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-
besarnya kepentingan Peserta.  
Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko kerja 
sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya 
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akan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Ketenangan kerja 
dapat tercipta karena jaminan sosial tenaga kerja mendukung 
kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi berbagai 
risiko sosial-ekonomi tersebut. Selain itu, jaminan sosial tenaga kerja 
yang diselenggarakan dengan metode pendanaan akan memupuk 
dana yang akan menunjang pembiayaan pembangunan nasional.  

Agar kepesertaan dapat merata dan kemanfaatannya dinikmati secara 
luas, maka kepesertaan pengusaha dan tenaga kerja dalam jaminan 
sosial tenaga kerja bersifat wajib. Namun karena luasnya kepesertaan 
tersebut, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai 
kemampuan teknis, administratif, dan operasional baik dari Badan 
Penyelenggara maupun pengusaha dan tenaga kerja sendiri.  

Pembiayaan jaminan sosial tenaga kerja ditanggung oleh pengusaha 
dan tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan 
beban keuangan kedua belah pihak. Pembiayaan Jaminan Kecelakaan 
Kerja ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, karena kecelakaan dan 
penyakit yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggung 
jawab penuh dari pemberi kerja. Pembiayaan Jaminan Kematian juga 
menjadi tanggung jawab pengusaha yang harus bertanggung jawab 
atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sedangkan 
pembiayaan Jaminan Hari Tua ditanggung bersama oleh pengusaha 
dan tenaga kerja karena merupakan penghargaan dari pengusaha 
kepada tenaga kerjanya yang telah bertahun-tahun bekerja di 
perusahaan dan sekaligus merupakan tanggung jawab tenaga kerja 
untuk hari tuanya sendiri. 

Dalam perubahan kesembilan Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-
hal yang perlu dihapus dan diubah terkait jaminan kesehatan bagi 
tenaga kerja sehingga sesuai dengan arah dan kebijakan Program 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang merupakan program perlindungan 
dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya, oleh karena itu perlu selalu 
diupayakan peningkatan jaminan dan manfaatnya bagi pekerja/buruh 
beserta keluarganya.  

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Angka 1 

Pasal 2 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 
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Ayat (1a) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Pada dasarnya setiap tenaga kerja berhak mengikut 
program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan 
Penyelenggara. Namun mengingat kemampuan 
masyarakat pada umumnya dan perusahaan pada 
khususnya dalam membiayai program dan 
administrasi, maka perusahaan yang wajib 
mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja 
kepada Badan Penyelenggara adalah perusahaan 
yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang atau lebih, 
atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- 
(satu juta rupiah). 
Namun demikian bagi perusahaan yang belum wajib 
mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja 
kepada Badan Penyelenggara, dapat mengikuti 
program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan 
Penyelenggara atas kemauan sendiri/sukarela. 

Ayat (4) 
Dihapus. 

Ayat (5) 
Peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 
tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja yang telah 
menjadi peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja pada 
Badan Penyelenggara tetap menjadi peserta program 
jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Peraturan 
Pemerintah ini. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Angka 2 
Pasal 6 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Dengan pindahnya tenaga kerja dari perusahaan 
yang satu ke perusahaan yang lain, tidak berarti 
kepesertaannya pada program jaminan sosial tenaga 
kerja terputus. 
Pemberitahuan pindah tempat kerja kepada Badan 
Penyelenggara dimaksudkan agar tidak terjadi 
penerbitan dua kartu peserta atau lebih untuk satu 
tenaga kerja. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Angka 3 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari tersebut 
dimaksudkan untuk melindungi hak tenaga kerja 
atas jaminan sosial tenaga kerja karena perubahan 
dimaksud langsung atau tidak langsung akan 
mempengaruhi manfaat yang akan diperoleh tenaga 
kerja. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Angka 4 
Pasal 9 

Cukup jelas. 

Angka 5 
Cukup jelas. 

Pasal II 
Cukup jelas. 
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